|

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
(RANGKAP DUA)

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretariat Pelayanan Informasi Publik
Jalan Jend. SudirmanNo. 41-42 Lt.4 Temanggung Kode Pos No. 56216
Telp. (0293) 4961389
TEMANGGUNG

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran (diisi petugas)*: 001/PIP-PPID/V /2024

Nama DPP Aliansi Garuda Muda Pantura
Alamat Desa Wonokerso RT 02 RW 06 Kec. Kandeman Kabupaten Batang
Jawa Tengah
Pekerjaan Lembaga Swadaya Masyarakat
Nomor Telepon/Email : 088238364450/ dppgnppi022@gmail.com
Rincian Informasi yang : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
D tuleikus Daerah (lengkap dengan lampirannya, seperti Lampiran Rincian
Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) Tahun 2021, 2022,
2023
Tujuan Penggunaan Informasi . Bahan kajian dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintah daerah
Cara Memperoleh Informasi** : WL elihat/membaca/mendengarkan /mencatat
2. | V Mendapatkan salinan informasi (hardcopy,/ Softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan l::engambil
Informasi*** ;
2. urir
3. Pos
4. Faksimili
5. | V [Email
Temanggung , 8 Mei 2023
Petugas Pelayanan Informasi Pemohon

(Penerima Permohonan)

Noor Azizah Ratna Farida Dewi Nur cahyawati




DEWAN PIMPINAN PUSAT

ALIANSI GARUDA MUDA PANTURA
( DPP - AGMP )

Sekretariat Jenderal:
Desa Wonokerso RT 002 RW 006 Kec. Kandeman, Kab. Batang - Jawa Tengah
Telp. 0882 0064 61285; 0882 3836 4450

Batang, 22 April 2024

Nomor : 137 /AGMP /1V/ 2024

Lampiran : - bendel

Perihal : Permohonan Informasi Publik Kepada Yth.
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI ( PPID)
KABUPATEN TEMANGGUNG
Di Temanggung

Dasar :

1. Undang — undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang — undang nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang —
undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang
nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Berdasarkan peraturan perundangan diatas, dengan ini,kami mengajukan permohonan informasi publik berupa
soft copy:

1) Peraturan Bupati Purbalingga tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten Purbalingga (Penjabaran Laporan realisasi anggaran
pendapatan dan belanja daerah) tahun anggaran 2021 (lengkap dengan lampirannya, seperti Lampiran
Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut uruan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan pembiayaan )

2) Peraturan Bupati Purbalingga tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten Purbalingga (Penjabaran Laporan realisasi anggaran
pendapatan dan belanja daerah) tahun anggaran 2022 (lengkap dengan lampirannya, seperti Lampiran
Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut uruan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan pembiayaan )

3) Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
anggaran 2023 ( perubahan terakhir, lengkap dengan lampirannya), seperti; Lampiran Penjabaran
APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Objek, Rincian Objek, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan; lampiran Hibah dan lain — lain.

Tujuan meminta dokumen:
Bahan kajian dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
Dokumen mohon dikirim ke:
a. Email : dppgnppi022@gmail.com
b. WhatsApp : 088 238 364 450
Hal — hal mengenai Informasi dan keadministrasian lebih lanjut dapat menghubungi email dan whatsapp diatas.
Demikian permohonan informasi publik ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
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2. Arsip






KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Menetapkan
KESATU

KEDUA

NOMOR AHU-0000106.AH.01.07.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
ALIANSI GARUDA MUDA PANTURA

:a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AISAH NUR ANNISAH S,H., M.KN., sesuai

salinan Akta Nomor 08 Tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat oleh AISAH NUR
ANNISAH, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ALIANSI
GARUDA MUDA PANTURA tanggal 02 januari 2024 dengan Nomor Pendaftaran
6024010233100048 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum
Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ||~

menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ALIANSI GARUDA MUDA PANTURA;

MEMUTUSKAN:

: Memberikan pengesahan Perkumpulan:

ALIANS] GARUDA MUDA PANTURA
Berkedudukan di KABUPATEN BATANG, sesuai salinan Akta Nomor 08 Tanggal 29

Desember 2023 yang dibuat oleh AISAH NUR ANNISAH, S.H., M.KN., yang |

berkedudukan di KABUPATEN PEKALONGAN.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Januari 2024,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRAS| HUKUM UMUM,

'J‘j‘ﬂ;r-_'

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM,
19690918 199403 1 001




LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000106,AH.01,07.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
ALIANS| GARUDA MUDA PANTURA

1, Susunan Organ Perkumpulan

NO ORGAN JABATAN
KTP/PASSPORT PERKUMPULAN‘

DEWI NURCAHYAWANT!  3324155303780001 PENGURUS

ABDUL AMYIS 3325132906920001 PENGURUS
SUS IRIYANTO 3325111508630001 PENGURUS
SUMAEDI 3325101001920002 PENGURUS
IRAWAN 3325132403940001 PENGURUS
SUBEKHI 3325130404820002 PENGURUS
ROSULAM. .., 3325102110910001 PENGURUS
IIS DIATUTIK 3325136302990001 PENGURUS
PAIMIN NUGROHO, AMD.,

3324092108770001 PENGAWAS

MPB Il

KETUA UMUM
KETUA
SEKERTARIS UMUM
SEKERTARIS
SEKERTARIS
SEKERTARIS
SEKERTARIS
BENDAHARA

KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Januari 2024,

a.n, MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.

19690918 199403 1 001




PENDIRIAN PERKUMPULAN
ALIANSI GARUDA MUDA PANTURA

NOMOR : 08

- Pada hari ini, Jumat tanggal duapuluh sembilan Desember tahun duaribu
duapuluh tiga (29-12-2023).--==mr=mm e e e
- Berhadapan dengan Saya, Aisah Nur Annisah, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan Notaris berkedudukan di Kabupaten Pekalongan dengan dihadiri

oleh para saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebutkan

pada bagian akhir akta ini. === === e e e

1.

Nyonya DEWI NURCAHYAWANTI, lahir di Kendal, pada tanggal tigabelas Maret
seribu  sembilanratus tujuhpuluh delapan (13-03-1978), Warga Negara
Indonesia, Mengurus Rumha Tangga, bertempat tinggal di Bakalan, Rukun
Tetangga 012, Rukun Warga 003, Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman,
Kabupaten  Batang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
8324 155303780001 . ---nmmmm e e e e e
Tuan ABDUL AMYIS, lahir di Batang, pada tanggal duapuluh sembilan Juni
seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (29-06-1992), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di desa Wonokerso, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 006, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3325132906920001 ,----=-=-==m==msmmemmmmmmmammee-
Tuan SUS IRIYANTO, lahir di Pekalongan, pada tanggal limabelas Agustus
seribu sembilanratus enampuluh tiga (15-08-1963), Warga Negara Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal Jl. Akasia Raya No. 43 Kauman,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kecamatan Batang, Kabupaten
Batang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3325111508630001 .-=-=nn----
Tuan SUMAEDI, lahir di Batang, pada tanggal sepuluh Januari seribu
sembilanratus sembilanpuluh dua (10-01-1992), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di desa Tulis Rukun Tetangga 005, Rukun
Warga 001, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3325101001 920002 -vmew~sesswsssmsmbmmmmmmn s mmmin s i s sas
Tuan IRAWAN, lahir di Batang, pada tanggal duapuluh tiga Maret seribu
sembilanratus sembilanpuluh empat (23-03-1994), Warga Negara Indonesia,

Wiraswasta, bertempat tinggal di desa Ujungnegoro, Rukun Tetangga 002,



Rukun Warga 001, hecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Pemegang Kartu

L Y T2 5 U
luan SUBEKHI, lahir di Batang, pada tanggal empat April seribu
sembilanratus delapanpuluh dua (04-04-1982), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Wonokerso, Rukun Tetangga 004, Rukun

kabupaten Batang, Pemegang Kartu Tanda

nppal duapuluh sembilan Juni seribu

sembilanratus sembilanpuluh dua (21-10-1991), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta  bertemnpat tingga! di desa Wonnkerso, Rukun Tetangga 004,
paten Batang, Pemegang Kartu

T O O W L e G R L e e ]

Nyonya I8 DIATUTIK, lahir di Batang, pada tanggal duapuluh tiga Februari
seribu  sembilanratus sembilanpuluh sembilan (23-02-1999), Warga Negara
Magged Ul Desa Wunokerso,

' leman, Kabupaten

ey bedtu Trnda enduduk Nomor 3325136302990001; --===---

Tnan PAITMIN NUGROHO A.Md.MPB,III lahir di Boyolali, pada tanggal
duapuluh satu Agustus seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh (21-08-1977),
Pegawal Neger Sipil/ PNS, bertempat tinggal Bakalan,

Jus, Relurahan Bakalan, Kecamatan

Liegotg bwarta o Tanda  Penduduk Nomor

(OIS Pty J S e e P = N I VA W R

Para Penghadap dengan ini menerangkan Bahwa kebebasan berserikat,

upakan baglan dari hak asasi
rmegara dalam Negara Kesatuan

S JaesLydLy G Lnauaig-Undang Dasar Negara Republik

wdii i keberagamaan dan semangat persatuan

dan kesatuan Dangsa, --===----m e oo e s
™ ' P e mreoral dari masyarakat, bangsa, dan negara tersebut,
Pelialanpan, memiliki kehendak untuk

tilam membanennan untulk mencapai tujuan nasional dalam wadah

in berdasarkan Pancasila, yang didirikan dan

dibentuk secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kebutuhan, dan

“wadaya Masyarakat, yang diakui

Cara sall menurul hukum yang berlaku. ----------me-



- Bahwa kerangka wadah partisipasi anggota Masyarakat Peduli Pekalongan
tersebut, merupakan sarana silaturahim, ajang menghimpun potensi, dan media
kontribusi masyarakat, sehingga dapat membangun kerjasama, koordinasi, dan
sinergi yang saling menguntungkan secara harmonis dengan segenap pihak dan
pemangku kepentingan . ---===s=ssssesmmmosmm oo oo o oms s s TS T m S mm s m s

- Para Penghadap dengan ini menerangkan bahwa untuk mewujudkan tujuan-
tujuan tersebut, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-
undangan, dibentuklah suatu organisasi tempat berhimpun masyarakat yang
peduli Pekalongan, mereka telah mengumpulkan uang yang dipisahkan dari harta
kekayaan pribadi mereka untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu
Perkumpulan yang dengan ini menyatakan mendirikan Perkumpulan, dengan
Anggaran Dasar sebagai berikut! ~------cersecsmcoorasaremncacmimiusasrnoammasmman e mn s me e

- - e mm e —————— NAMA, dan TEMPAT KEDUDUKAN --- w-

1. Perkumpulan ini bernama “ALIANSI GARUDA MUDA PANTURA”, untuk
selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disebut dengan Perkumpulan,
berkedudukan dan berkantor pusat Kabupaten Batang, --------========-=--===-=====

2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang tempat lain, yang ditetapkan oleh

Perkumpulan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial yaitu : ---=------------

1. Menghimpun potensi masyarakat yang ada untuk bersama sama mengupayakan
kesejahteraan, menuju masyarakat yang mandiri, terbuka, berkesadaran hukum
dan berwawasan lingkungan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
mengedepankan watak dan moral yang beradab, memiliki etos kerja dan
semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi.-----------=---=-s=romorommsomsmsmmsmmnns

2. Terciptanya iklirn hubungan saling pengertian dan saling menghormati antara

masyarakat dengan pemerintah melalui jalur pendidikan, penyuluhan,




pemahaman tentang program pemerintah sehingga terciptanya tujuan

PO D A B L B == = == o e e e e e e e e e e e s mrm e e m e

e ceimrmme-- PRASAL S e e e

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Perkumpulan mempunyai program kerja

sebagai berikut ;-------=------- e e

i

o

Melakukan kontrol sosial, menerima laporan, aspirasi dan keluhan masyarakat,
melalatkan  analisis /kajian informasi dan data yang berhubungan dengan
n Pemerintal Daerah dan atau Pemerintah Desa / Kelurahan yang
berkanan dengan kesgjahteraan, keamanan, keadilan hukum, dan kepentingan
masyarakat Jainnya, === e s
Melakukan studi kajian dan analisis data tentang situasi di segala bidang yang
AEANGRE POTLL, oo o o o 2 0 i o s s et
Melakukan kerjasama di segala bidang dengan jaringan Perusahaan, Institusi-
institusi Pemerintah, Media, Pekerja Seni Budaya, TNI POLRI dan lainnya,-------
Mendorong timbulnya kepedulian dan dukungan masyarakat dalam rangka
‘ 2 tehn Kabupaten dan  Pemerintah Desa/
Mengembangk in kepeloporan masyarakat sehingga memilki sikap berani tampil
ditengah-tengah masyarakat secara bertanggung jawab dan menjunjung tinggi
keadilan ., = m e
Mellighaliials  poidll serta asyarakal dalam pembangunan bangsa yang
meliputi peran pelaksana, pembinaan, pengawasan dan kontrol sosial yang
dilaksanakan secara kritis, konstruktif, konsepsional terhadap para pelaksana
pembangunan atau pemerintah, —--------mmmmmm s e
huloum di masyarakat untuk
gy demokrasi ekonomi sosial

Melakukan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud dan
tujuan lembaga satu dan lain, dalam arti kata yang seluas-luasnya. ----------------
.................................................... BIFAT snsesmsmssssisnns s —
---------------------------------------------- Pasal 6 -----mmmmmm e

Lembaga ini bersifat sosial kemasyarakatan dan tidak mengejar keuntungan.----
ILembaga ini lebih menekankan untuk kepentingan masyarakat yang bersifat
serte menghindari sikap-sikap  anarkis  atau

" e



........................................

; bherasal dari kekayaan Pendiri
p  10.000.000,-(Sepuluh juta
\<). weidll Kekayaail scLagalinana dimaksud dalam ayat(l) kekayaan Perkumpulan

umbar 1y atan bantuan yang tidak mengikat, ----=-----smmmmsmmmm oo

C. Wakaf, ~—--mmmm o m e oo e e e
i Hjt == “ = e o T e A e o o e e S i e il
sebian Lan yang  tidak  bertentangan dengan Anggaran Dasar

n yvang berlaku.---------

Aiadsan untuk mencapai maksud

""l"‘{;

Lomenjadt anggota Perkumpulan adalah sebagai berikut: -

L. Dallgggup antil iciigiia il soglaladd ydlig uxL(\;Lupkan oleh Perkurnpulan. ------------
2 Menerima Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program umum
copan mengisi formulir keanggotaan.-

penenrus dengan keputusan yang berlaku

LILC clb vl Incid Lud Ltbadhi i dnes pigt bt

5. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota diatur lebih lanjut dalam

Anggaran Rumah langga Perkumpulan.——--------ssm-smmmmsommmmanosmmmmm oo mmmm oo
e ---HAK KEANGGOTAAN

Anggota perkumpulan berhak untuk : ----=-=-s-cmmm oo
1. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama.----=--=--==-=-=--

2. Setiap anggota berhak untuk mengeluarkan suara /pendapat, saran, baik secara

lisan maupun tUliSan, —----===mm oo oemom oo msesm e s e s
3. Setiap Anggota berhak untuk  memilh dan di pilih dalam pemilihan

kepenpurusan Perlcumpulan. ——-------



4. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai
dengan peratiran yang beflal, sem~-wrmaesamecimsarmitisshannnmnbssniepimtoanbatmmms seorn e
5. Setiap Anggota berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan
ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia yang diadakan oleh

Perkumpulan. scsss=r=mmsensmnummmmnsmoemmmmr e S e S s S A S N S L s S S e
— --KEWAJIBAN ANGGOTA
------------------------------------------------- Pasal 10-----rerermremecnmnanenenasscener e e
Setiap Anggota Perkumpulan berkewajiban untuk i-----sss-semsmemsssmmmasmnesesoenee e

1. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan

0leh PENGUIUS, === === s e o o oS m oSS SRS omoomsssoooossmsresees
Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan,----==--------zrossmmsmmsnss , ;
Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan organisasi.------------- ‘

Menghayati dan melaksanakan kode etik profesi,--=---===seece=smnmsnoeamanmoncmoanns

U S I

Mentaati keputusan-keputusan rapat,-------====-===ss=ssseccscrocosoonooonnon oo mn e *

6. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan Perkumpulan.----=-=---- | ;
|
|

- - ORGAN PERKUMPULAN |
-------------------------------------------------- Pasal 11 ----ceromemmmmmm oo I

Perkumpulan mempunyai organ Perkumpulan yang terdiri dari : --------sem-emersomoneen

-,

e T m——— 7

1.. Ropat anggofta, —=« = = e e T RS R R AR S S S N b ey S S ns
2. PeNgUIUS, === m oo e e e o o S eSS oo o m s s e s

3. Pengawas, —--=--r===rmmmm oo e s mnS S SCCSSemosossoessssseees

1. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Pekumpulan.------------
2. Rapat Anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk menetapkan:----------------=---
a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran

Dasar/Anggaran Rumah Tangga.-------=-----=== B e

B s e e 2 S e

b. Kebijaksanaan umum di bidang Organisasi, manajemen usaha, dan
permodalam Perkumpulan, -----=-=====n====msmsmmmomm oo

c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas.-------

d. Rencana kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perkumpulan,
serta pengesahan Laporan Keuangan,------=--=====s==sssssssmeommmommmm e onn s

e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
dan pelaksanaan tugas Pengawas.----—-s----—r--ssmesesemsscsoicasesmees sonrdsass

f. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Perkumpulan. ------




g. Pemberhentian Anggota Perkumpulan, -------r=sssmemmmsmmosomemsmsesssssssmsosnsnes
3. Rapat Anggotu dilakukan sekurang-kuranya sekali dalam satu (1) tahun, --------
4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang

pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. =-===~==r=r---==sccweass
5. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat Anggota sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4) pasal ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah

1. Rapat Anggota sah jika di hadiri oleh lebih dari %2 (satu per dua) dari jumlah
Anggota Perkumpulan dan disetujul oleh lebih dari 'a ( satu per dua) bagian dari

jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran

2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka
Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu 2 jam, untuk rapat kedua dan
diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya,--==---=-ssrosssmmmmsssosmosmsnsmsansss

3. Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas
kuorum tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dalam
dilangsungikan dan keputusannya sah serta mengikat bagli semua anggota,
apabila dihadiri anggota Perkumpulan yang hadir dan keputusan disetujui oleh
Va(setengah) dari jumlah anggota yang hadir.---------===-srmsmnsosmsmsmsssmmsmnmsonoes

4. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Anggota akan diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga.----------=-==-====m===smmsmmmems oo ocosmsesssnomsosolsSooSossosssosmossosnces

----------------------------------------------- pasal 14— -coomemmmmomo oo me s oo
1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk

e e 1214~ i e e
2. Dalam hol ddes tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat

Anggota didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir;-------
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mémpunyai hak satu
suara dengan memperhatikan hak suara dari masing-masing anggota
dimaksud, yang kan diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.----------
4, Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain yang
hadir pada Rapat Anggota tersebut dengan menyertakan surat kuasa khusus
secara tertulis;-=-=-=-===mmmmmmmm e mm e mm oo oo oSS SSEossssssmossmeses
Oeminentan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup,

syenal diri orang, dapat dilakukan secara tertutup; ----=-----=--======-

kecuali mc



6.

Setiap keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan
ditandatangani oleh Pimpinan Rapat;--------=-========mmmmmm s
Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal
tanpa mengadakan Rapat anggota dengan ketentuan --------==~-cceoseermmoroooeo-
semua Anggota Perkumpulan diberitahu secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari pengurus dan/atau pihak-pihak
tertentu, dengan Kketentuan kuorum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud
pagal indjeesesemmsasas o e e e e
Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota dan Rapat lainya akan diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga.--------==~===s==r=smermresmaarocec e e e e

Tempat,acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah

disampaikan terlebih dahulu kepadaanggota sekurang-kurangnya 14 (empatbelas)

hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota,-------========mmmmmm oo oo e

L.

-------------------------------------------- ~PASAl 16---- - e

Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus kecuali ditentukan lain dalam
Anggaran Dasar inj.-----=--r-m-coomocsmmr et n e e e s st oo
Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus dan/atau oleh Pimpinan
dan Sekretaris Rapat yang dipilin dalam Rapat Anggota.---- ==~ ====eemeommoeoee
Pemilihan Pimpinan Rapat dapat dipinpin oleh Pengurus dari Anggota yang
hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau
Karyawan PerKumpulan. --------omemmm oo oo oo oo o oo
Setiap hasil dan/atau keputusan Rapat Anggota harus dituangkan dalam Berita
Acara Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat dan
disetujui oleh Anggota Rapat.--=---=---==s-smmmmmmmm oo s e
Berita Acara Rapat yang telah ditandatanganing oleh Pimpinan dan Sekretaris
Répat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Perkumpulan dan pihak
ketiga lainya,--------c=-==moocscmccssemmmmmmm e e com e e s s s s s s s s nSmSn am e s s oot

. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan

sesudah tutup tahun buku, kecuali diatur dalam Anggaran Dasar ini.-------------
Rapat Anggota Tahunan mebahas dan mengesahkan :-----------------smmomoomooooo-
a. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja.--------------
b. Laporan pertanggungjawaban Pengurus atau pelaksanaan tugasnya. ---------
c. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tigapuluh satu)

Dieomber; ssurssosam s s e i S e R e R e ST




d. Penggunaan harta KeKayaamn,--==-====smm oo

3. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam satu tahun buku.
Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggran
Pendapat dan Belanja Perkumpulan yang harus dilaksanakan tiap tahun buku,
selambat-lambatnya 1(satu) bulan terhitung sebelum tahun buku untuk
Anggaran selanjutnya dilaksanakan, yang telah diajukan oleh Pengurus dan
PeNgawas, -—===mmmmmmm e oo e e e e e
4. Apabila Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu
dilaksanakan oleh Perkumpulan karena alasan yang obyektif dan rasional
misalnya kondisi effisiensi, maka j--========mee e
a. Rapat Anggota mengenai Rencana Herja dan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Luar
Biasa dengan cara tersendiri, dengan ketentuan Rapat tersebut harus
dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tutupnua
tahun buku berjalan.-—=----=-=mm oo e e

b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasny Pengurus
beérpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan tertulis dari

Pengawas, -----m-s o e mmemmmmmmme e

c. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan diatur dalam Anggaran

Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilakukan dalam hal i--=-=-=-=====cmemreeormcccnennonee

1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dengan
ketentuan :--------=-=--- e e e e e
a. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota;-
b. Keputusan sah apabila di setujui oleh sekurang-kurangnya lebih ‘%

(setengah) dari jumlah anggota yang hadir. ----=---=-=m=smmmmmmmmmem oo

2. Melakukan pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemecahan

Perkumpulan dengn: Ketentian: - —rrr—teornremrr s pme e s e e e s o e e

a, Harus dihadiri oleh sekurang-kurangya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah



L.

b. Keputusan harus disetujui lebih dari % (satu per dua) dari jumlah Anggota

Pemberhentian, perailihan, dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dengan

ketentuan harus dihadiri oleh lebih dari % (satu per dua) dari jumlah anggota;--

. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

. Rapat Anggota Khusus dapat diselenggarakan apabila berdasarkan

pertimbangan dari Pengurus dan Pengawas sangat diperlukan adanya
keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota pelaksanaannya tidak
dapat ditunda sampai dengan Rapat Anggota tahunan sebagaimana diatur

dalam Pasal 18 Anggara Dasar ini,----------======s===mmsossocoooccsommmranosnoonn o s e

. Rapat Anggota Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat

diselenggarakan apabila i----reremmommmmm oo oo

a. Terdapat permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
Anggota dan atau;-=-ssss=s-sccssssmummmmmnrcassenneasm e sttt tn e e me s s e s s ae e

b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengawas atau
Rapat Pengurus dan Pengawas dan atau; =----====-=======s=semmmmmooocooconmmos

c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak berdasarkan pertimbangan
Pengurus dan Pengawas untuk segera memperoleh keputusan berdasarkan
Rapat ANGEOta, -=====-cossm-cmmmmmmar oo s smss s sre s s m e m s oo s en e mmmoema s s sle s s

d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang tidak memungkinkan diadakan
Rapat Anggota, —===ss-s-soccummetnmsam oo cmssnm e s rv s s mn e s e m e e s s m oSS Sss e

. - PENGURUS-------

------------------------------------------ - Pasal 20 -----mmmmrmm e oo

Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan
Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari ; -------=-=~-m-=mm=-smommooanos

a. Seorang Ketua,-------=--=---=scemcemmmmmcenr oo m s m e s m s e smn oo s s o om s s mm e
b. Seorang SeKretaris,------------smmmmmmsemssmmnmm oo oo ommesosm oo mo oo
¢. Seorang Bendahara,-----------====ssmsmosmmmmmmmosssomoss s msmoem s n oo o m e
Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang
diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.----=-==-=m----osmmssmmmmssnossosmommomsm s
Dalam hal diangkat lebih dair 1 (satu) seorang Sekretaris, maka 1 (satu) orang
diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. ------=======-=sm-mmoommcmnommns S
Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang

diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum,----=========s-=ssoccomnomommssnos



8.

CAliE dapal diangkat sebagar anggota Fengurus adalah orang perseorangan yang
mampu melal-ukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam
melakukan pengurusan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi
Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut

berRekiiatan UK TEIAD =~ s mmmrs s S s e S b s S SR e
Pengurns diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan
et sl et gandl helldbalk,- 77 77 7 T rm s T e s s s e e T—es o o e -

g, ek aalam jangka waktu paling lama 30
(bge puluby hart sejak lerjadinya kekosongan, ketua harus segera memilih
Pengurus tersebut,------===ssmsrmmme e en s en e s s e
Dalam hal semua jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka
Pengawas harus memilih Pengurus baru dan untuk sementara ikatan diurus

Pobiguide belbald mengulidulrkarn dirn aarl jabmannya, dengan memberitahukan

secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas paling lambat
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya,-----===-=========zmmzeue-
Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Perkumpulan, maka dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan
penggantian  pengurus Perkumpulan, Pengawas wajib menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan instansi terkait. ----=s s oo o s e

Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas, atau Pelaksana Kegiatan.---

Jabatan anggota Pengurus berakhir pada :----===--sommmmmm s

1

llJ\.'i..A;bb‘L;j lel;;;x; - T e e s

2. mengundurkan diri;---«-m=mme e e

3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang

diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;---------ccccceeoov
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----===-=====memmcemmccmcraum-
5. Masa jabatan berakhir, -—=====s=-scmm s

et e S A TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS
------------------------------------------------- Pasal 23—~




. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk

kepentingan Perkumpulan.-----===s-mmmsmmmsmm oo oo oo s
Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan
Perkumpulan untuk disahkan Rapat Anggota. -«---==-=r=--m-comsommmmmomoomeom e
Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh
T D e

Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku = -r=mr=serecmeneensnnonracsestsem e rir e a st s paates S Sy e s s m s s s s

Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan

tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap
hal-hal sebagai berikut ;~---+---cemcsmmmmmmmmcmmcmcccccocooc e c s e e m e s e
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak
termasuk mengambil uang Perkumpulan di Bank).--------=~=-ccseecmmmmomonnans
b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai
bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.-------=-===-=-===-vommomeu--=
c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap.-------------=-==m=-zomooe-
d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas
nama Perkumpulan.~-----e--cemmmemmmom oo oo oo oo oo o oot s sem s m e s s e o e s s e
e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan. ----------
f. serta mengagunkan/ membebani kekayaan Perkumpulan.----------------ommev
g. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yg terafiliasi dengan
Perkumpulan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Perkumpulan atau
seorang yang bekerja pada Perkumpulan, yang perjanjian tersebut
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan,------------=---

Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d,e dan f

Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam hal : --------ncmomomomemnne-

j 8
2
3.

mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang,-----==--=-======sc-szmrmrosmsmomomos
membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak lain,--------=------

mengadakan perjanjian dengan organisasi yg terafiliasi dengan Perkumpulan,
Rapat Anggota, Pengurus dan atau Pengawas Perkumpulan atau seorang yang
bekerja pada Perkumpulan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya

bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan,--------=-==--zcccomcmmmmrmnmnons




. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya

berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurs serta mewakili
PerkUmMpPUlan,--»=e==sssswsrmmmmemmamnsmaranmen s s n e s e S S S S SRR Se s Sm S G mn m
Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun
juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang
Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris
Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-
sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan dan
atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.-------=-===r=rossrmoosoommsmssnnss
Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang

diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-

. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Perkumpulan, dalam hal

hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya,.-------=--======-=m==osmmzoosmmmsses-

Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada
seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada

endahara Umum berlaku juga baginya.----=s-======s=mseoocsmmoooocmsmmmmmmmmono oo noos

. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih

Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perkumpulan dengan anggota
Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus
bertentangan dengan Perkumpulan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan
tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili
Perkumpulan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama

Pengurus serta mewakili Perkumpulan, ---------=s--eeecmmmmmmmmmmmommoomom oo mmnn o

(2) Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan

kepentingan seluruh Pengurus, maka Perkumnulan diwakili oleh Pengawas.-----
----------------------------------------------- RAPAT PENGURUS-----==-=- -

. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas

permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus atau Pengawas.----------

. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap Anggota Pengurus secara

langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7
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(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal fapat, =——---ss-esmromsmmrmmmmmesETEsET e Rsns S e s e
3. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan
ACATA TAPAL, == m o e e e o e e e e e S
4. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau di tempat
Kegiatan Perkumpulan -ssscsssssssommsmems sonrmemmemmnmegrmaifis sar s spemsipsnssmsmes
5. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik

Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota.-----=======-=-==sssmosocmsmmomommomonses

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum, --=-=-=s=cs=msmmmsmsssmessmnmmmnssnsanesss
9. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat
Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggola Pengurus yang dipilih oleh dan
dari Pengurus yang hadir.---------====-=-=s=sssssssmmmmmmmsem o s m s s m e
3. Satu orang Pengurus hanya dapét diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat
Pengurus berdasarkan surat kKuasa,-------=-===-s==sssmsssssmssosmsssssmssssssonnnnn o
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-
a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina,--------
b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua,-----------
c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat,---------
d. Rapat Pembina kedua harus diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari
" dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat, apabila dihadiri lebih dari Y (satu perdua) jumlah anggota

PEINDINA, -<-=======mm==mmmmmmmmm === o oo oSS mmeSSsssssonoosssmmsSomocooTTTS

jumlah suara yang sah. =--—----m--ssossmmosmmsmmmmsmsssmossmsmmooImnn o
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.---
4, Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup

tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
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dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir.---=----—--seooem .
. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan
jumlah suara yang dikelarkan, ~~=------eeeoeoomeeeoo
. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua
rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat
sebagai sekretaris rapat,~-~=-===-=====s=msmmoooee
- Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila
Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris,-----=s=ess=sesmmceemesoeommmmmmmmmnn--
- Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara
tertulis dan semua anggota Penguius memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut,--------
. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat

. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah pimpinan perkumpulan yang tertinggi. ------
a. Dalam melaksanakan kewajiban Penguru. Tingkat Nasional bertanggung
jawab kepada Musyawarah Nasional (MUNAS), -=--====-=re=smmmmmmmecccmmmcmmnn-
b. Diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali. ~------=-eecsmmmncemmmmeee
. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) adalah Pimpinan Tingkat Tertinggi Provinsi.-----
a. Dalam melaksanakan kewajiban Pengurus Tingkat Wilayah bertanggung
jawab kepada Musyawarah Wilayah (MUSWIL). --=-=esememmmsmmmmmmceceoanes
b. Diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali, -----=-s-csmemmmcoocommmo .
. Dewan  Pimpinan Daerah (DPD) adalah Pimpinan Tingkat Tertinggi
Kabupaten /Kota, «=««-essem=mm o oo
a. Dalam melaksanakan kewajiban Pengurus Tingkat Daerah bertanggung
jawab kepada Musyawarah Daerah (MUSDA), --==---ssmmsmcmmmmmsommcmmommmeemeee
b. Diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali. ~------m---emmeememmcoeomceoce
. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah Pimpinan Tertinggi Tingkat Kecamatan.---
a. Dalam melaksanakan kewajiban Pengurus Pimpinan Cabang (DPC)
bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang (MUSCAH).------=-c-cemevvv
b. Diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali, ~----==-==ermeommocoiocmocmmaocooeeeo
. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) adalah Pimpinan Tertinggi Tingkat Desa/

KOUTAN AN = e e



a. Dalam melaksanakan kewajiban Pengurus Pimpinan Anak Cabang (DPAC)

bertanggung jawab kepada Musyawarah Anak Cabang (MUSANCAB).---------

b. Diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali, ---------===sr=====mmen S
------------------------------------------------- Pasal 31-----cr-mcmsmmmm e e
1. Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah Kekuasaan Tertinggi Perkumpulan dan
Merupakan Forum Tertinggi bagi seluruh anggota. -----=--=====wmmesmomrmmnmmomsnooos
2. MUNAS pada dasarnya di adakan setiap 5 (lima) tahun sekali, namun dalam
keadaan luar biasa, dapat dipercepat atau ditunda.------========coocoommmmmmomoon oo

3. MUNAS memilih Ketua Umum.----- S St s R PR i R i R

4. MUNAS berhak mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga,------=-===r===smmoe=ssmmsmsommooiomssssmmmss oo oo em e S
5. MUNAS hadiri oleh utusan DPW, DPD, DPC dan DPAC dan Pengururs Tinggat
NASIONAL, === e o o e e S mmms oo
6. MUNAS adalah sah apabia dihadiri sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah
Pengurus Wilayah (DPW).«-----moemmmmmemmnemmamsmemenos ot om s cm o e e oo o os s oo
7. MUNAS membuat keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan
keputusan tersebut sah dan mengikat, ---------omsmmmomemmmmmmes s
---------------------------------------------------- Pasal 32-----------mmmmmm e
a. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) adalah kekuasaan tertinggi perkumpulan dan
meruakan forum tertinggi bagi seluruh anggota Tingkat Wilayah.---------zn-moo-
b. MUSWIL pada dasarnya diadakan setiap empat (4) tahun sekali. Namun dalam
keadaan luar biasa dapat dipercepat atau ditunda.--------=======ccoeoroooomromnneoooe
c. MUSWIL memilih Ketua Tingkat Wilayah.------==z-==m=mmsmmmommmeonommnoonon oo emee
d. MUSWIL adalah sah apabia dihadiri sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah
Anggota Wilayah,-------ssmeecmmrmmmmocses oo o mm oo s S Snnsnmosms mennnnen
e. MUSWIL membuat keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan

1. Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah kekuasaan tertinggi perkumpulan dan
meruakan forum tertinggi bagi seluruh anggota Tingkat Daerah, --------------------
9. MUSDA pada dasarnya diadakan setiap tiga (3) tahun sekali. Namun dalam
keadaan luar biasa dapat dipercepat atau ditunda.--=-==-==-====m-r=-scccmmommmmsons
3. MUSDA memilih Ketua Tingkat Kabupaten/Kota,--=-+=-----==-=-ocomocmmmmmmmmomnes
4. MUSDA adalah sah apabia dihadiri sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah
Anggota Kabupaten/Kota,-------r---msmsmsommmmrmmmms s mom s o s m s s
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S. MUSDA membuat keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan

keputusan tersebut sah dan mengikat. ~~-~---—ooo oo

1. Musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSCAB) adalah kekuasaan tertinggi
perkumpulan dan meruakan forum tertinggi bagi seluruh anggota Tingkat

Kecamatan.-----------nnee-- e G TP e v S S i S 8 SRS Mmoo
2. MUSCAB pada dasarnya diadakan setiap dua (2) tahun sekali. Namun dalam
keadaan luar biasa dapat dipercepat atau ditunda, -----------oommomomemmmmmmmeo
3. MUSCAB memilih Ketua Tingkat Kecamatan  ------u-w-eoooooooooeoooooeeo .
4. MUSCAB adalah sah apabia dihadiri sekurang-kurangnya duapertiga dari
jumlah anggota Kecamatan.-------e-eemeemee e
5. MUSCAB membuat keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan
keputusan tersebut sah dan mengikat, ~=--—«--cocceememmmemoooosomee oo
------------------------------------------------- PRBAL B e i s s s s

a. Musyawarah Pimpinan Desa (MUSANCAB) adalah kekuasaan tertinggi

perkumpulan dan meruakan forum tertinggj bagi seluruh anggota Tingkat Desa/

b. MUSANCAB pada dasarnya diadakan setiap satu(l) tahun sekali. Namun dalam
keadaan luar biasa dapat dipercepat atau ditunda.------eeeeo o oocoommmmeooooo
MUSANCAB memilih Ketua Tingkat Desa/Kelurahan, -------e—omeeemommm e

d. MUSANCAB adalah sah apabia dihadiri sekurang-kurangnya duapertiga dari
jumlah Anggota Desa/Kelurahan, ~-----—---e-______._.__________ .

e. MUSANCAB membuat keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan
keputusan tersebut sah dan mengikat. -==-n-- oo

------------- vuesmmsmmsnssmmsnmnemennesessessensnee--PENGAWAS -

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan
dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan
PRI L oimeseormmsenstinsen mer sessartc 5 e 10 s B B A e

2. Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang merupakan perwakilan dari
POERRPA LG, =~ s s s o e s S

3. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan

penggantian Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-------

1. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Pengawas hanyalah perseorangan yang
mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam
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melakukan pengawasan Perkumpulanan yang menyebabkan kerugian bagi
Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap.-=-=---=====-msecsmemsormm oo nm e e oo e nemm e m s oo
2. Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali,------====m=smsssmmomwmmmmmmmmes s s msos oo n oo s
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan
Rapat Anggota, untuk menggangkat Pengawas baru,dan untuk sementara
Perkumpulan diurus oleh Pengurus.--------- S eme e g e e e e v e e R s o
4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan

secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Rapat Anggota paling

Jabatan Pengawas berakhir apabila : ------------m-mmmmmmmeommmmmm s mmmmmmmmemmmmos oo
1. Meninggal dunia,----=--===--==c=sssmmmmmmormoe o mme oo m oo m oo osss s o em oo
9. Mengundurkan gifi,=-=—<=ssessmmrsmmmmm e SR S SR L S e A S e
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang
diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun,------=-=-=-------
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota,------==~-----cocmmmromooooon
5, Masa jahatan berakhir, ————-scemememmmmommnme oS et s S S e S
- - «------TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS- e
--------------------------------------------------- Pasal 39--------mmmmm e

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan

tugas pengawasan untuk kepentingan Perkumpulan.-----=-====ucecmccoromnocomonon

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan

atas nama Pengawas, —--------m-smmmmmmsmmmm s e oo
3. Pengawhs Derwenang i --s=ccsssmssimmmsissms s e nmm e mn e e an s R e m e
a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan
Perkumpulan, — --=---------mmmmmmmmsrsescmssossemossemessooooon R R
memeriksa dOKUMEN,----======mmm==mmmsmm oo e o e o e oo
memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas, atau = ------

mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus,-----------

o p o T

memberi peringatan kepada Pengurus.--------===========--=-- cemmmmmmmm e

18



4, Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih
Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran
Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----=----=ssmo=-s-

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang
bersangkutan disertai alasannya, -----------==-so-smsssssssmeososcmmomsmoss s T

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian
sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk mengadakan Rapat Anggota. ---------

memmmmam e e ame e .—————— e RAPAT PENGAWAS--- “—- “e-

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas
permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Rapat Anggota. -------
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili
T
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat.------=r-r=sesesreess s areisnasmt e Se S s m e m e S s S e

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat
kegiatan Perkumpulan,-s==-=-=-sresmmmmoonocomsenmmmmsmstsenntdamams s san s snmnmn e e

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua umum,----=-==s=s=-rmcssosmsmmssmmssssmsssmsoss
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat
Pengawas akan dipimpin oleh seorang anggdta Pengawas yang dipilih oleh dan
dari Pengawas yang hadir, seorang Pengawas hanya dapat diwakili oleh
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa,-----=========-
3. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengawas,------
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua,----------
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c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat,---------

d. Rapat Pengawas kedua harus diselenggarikan paling cepat 10(sepuluh) hari
dan paling lambat 2| (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat, apabila dihadiri lebih darli ' (satu perdua) jumlah anggota

PENAWAS, ~= === === === s oo e e e e s oo mna s

. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk

T W TR ST —
Dalam hal keputusan berdasarkan suara setuju lebih dari ‘% (satu perdua)

jumlal SUAra Yang SAN. - oo oo

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.---

4, Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup

tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada

keberatan dari yang hadir. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak

Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh
ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh
rapat sebagai sekretaris rapat, ---------n--mmmsmsrmm s m T
Penandatanganan yvang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila
Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-=---------=ssssssmomoomone oo moe o
Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara
tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani usulan tersebut.------=-=-----
Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat

PENGRWAR, ~—=rrn——rrrrrsscxamum e e SES SR R m S SR SIS GRg RS s Sn s

Tahun buku Perkumpuan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan

tanggal 31 (liga puluh satu] Desember, <«sc---re-rrsssnrmmeroronrorm o Eamts



2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perl{umpulanan ditutup.------==-=======-=-=
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Perkumpulan dimulai pada tanggal dari

Akta Pendirian Perkumpulan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5
(lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perkumpulan,---=-----======sromsmoee-

2. Laporan tahunan memuat sekurang-Kurangnya i------==-===-=--===sssssosssmosonoss

a. laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu
serta hasil yang telah dicapai. ----------- mmmmmmm e —————
b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada alhir
periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus.-------=-r==s==zcmsmnmoose-

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan Pengawas yang tidak
menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus
menyebutkan alasan tertulis,-----=-====s=====toommmemccecsuonmemm e e oo

5. Laporan tahunan disahkan oleh Rapat Anggota.----=-===-=----=ss=mmzmm=msmmrooomomooo

6. Ikhtisar laporan tahunan Perkumpulan disusun sesuai dengan standar
akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman
di kantor Perkumpulan, —--=-====s=mmmmmmmmmm oo m oo oo

- ----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR S ouw

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan
Rapat Anggota, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
Anggots yang hadines oo o iion: cnus e TSRS TR e

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat,------==-======mmmmummv

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2 /3 (dua
pertiga) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir atau yang diwakili,-=--====-cs==mum

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini tidak
tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Anggota yang kedua paling cepat 3
(tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Anggota yang pertama.--------~--=--=-==-=-

5. Rapat Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ‘a2 (satu per

dua) dari seluruh anggota, -------<--==m=====msruococeommemmn e neo oo m e oo



P

Keputusan Rapat Anggota kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan

suara terbanyak dari jumiah Anggota yang hadir atau yang diwakili,--------==-----

. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam

bahasa INdonesia.——=----=-r—mmmmm oo e e e

Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan
Perkumpulan  —---====mr e oo o e e e oo o
Perubahan Anggaran Dasar yang menyangku. perubahar nama dan kegiatan
Perkumpulan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia.-------«==-mmmmmmsmmmmm oo e e oo
Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia.--------==--+-=cs=seesemmemmmanmm rmmmem s
Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Perkumpulan
dinyatakan pailit.——---==== oo oo e e

. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1(satu)

atau lebih Perkumpulan dengan Perkumpulan lain dan mengakibatkan
Perkumpulan yang menggabungkan diri menjadi bubar.-------weeereecmmmnanaon
Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dilakukan dengan memperhatikan :--------- o
a. ketidakmampuan Perkumpulan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan
Perkumpulan 1ain, = -emmom oo oo oo
b. Perkumpulan yang menerima penggabungan dan yang Dbergabung
kegiatannya Sejenis, atau -------=-----sms=sotmmmmssm oo e s s o
c. Perkumpulan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan
KeSUSIlAAN, ~=== o m e m oo e e e s
Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada
Rapat ANggota, === sr===mcmem et a oo e s s et s e s et o s s s m St e on o

Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
Rapat Anggota yang dihadiri paling sedikit % (tiga perempat) dari jumlah
anggota dan disetujui paling sedikit % (tiga perempat) dari seluruh jumlah
anggota yang hadir, -=--v---ommmrommmi oo mo s s oo |
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2. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan
yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan,---

3. Usul rencana pengeabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)dituangkan

HELITUS ci;:;ri Perkumpulan yang

gL ggabun@arn. —~-=-s-=ss---=-

fipal persetwjuan dari Pembina

A dedeinn ayat (4) dituangkan dalam  akta
dcadlapieus ulallls ceda Il Ual‘li:lb‘_a l.[ldOIleSia-’““‘"‘""""

A wiyih  mengumumkan hasil

penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.------------=-o-v-

7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan perubahan Anggaran
nan Menterr Hukum dan Hak Asasi Manusia,

maka akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan wajib disampaikan kepada
NFemberd Wl Poo Tale Asasi Mannaia untule memperoleh persetujuan dengan

Lo FELKUWMPULIATL DUDAL Kal€Lle & === o m oo m s s o s o s e e e e oo oo oo oo o

a. tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai

atau tidak tercapal, —-----mmmmrmm o e e
b punisan peneadilan vang telah herkekuatan hukum tetap berdasarkan
1) Perkumpulanan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan,-----------
~lah dinyatakan pailit, atau,-------
tidak enkup untuk melunasi utangnya
| it dieabiat, s o

_ cigoundangan yang berlaku maka
pembubaran Perkumpulan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang

dihadiri oleh anggota yang mewakili paling sedikit 2/3 dari seluruh jumlah

tolkg sode dbaladdd .'*.\.Li..'c'l.l."" SR e e



Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan
huruf b, Rapat Anggota menunjuk likuidator untuk membereskan harta
Perampilan, remsmta s s e i S e e S e S R B S S S S s SR S
Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai
M QAR e e e S R W S e S S AN A P RS e o

. Dalam hal Perkum[ﬁulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan

hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi,-------

. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat

keluar dicantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama Perkumpulanan.-
Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan
juga menuank HEUdAtor: —~-—reem=mmmreo=srror oo e A S S RS e e R TS R S
Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan

perundang-undangan di bidang kepailitan.----=-«==m-rmocmm oo oo oo

. Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, pemberhentian sementara,

pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta

pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.--------seoeeeoeooonom

. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan

Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung
sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan

dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.----------

. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil

likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.------=ceeerrmmemsmcmncaaana-

. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung

sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran
Perkumpulanan kepada Rapat Anggota.--------==-smmsmsmsmm oo oo

Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud
ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak
dilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga.--------
CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang
mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar.---
Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama
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3)

-

dengan perkumpulan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-
undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut, ------ms--mc-m-mmmocemmmeoee o
Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan
lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya

dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar.----------

--------- +---=~ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS-----secrmree-.

Rapat Anggota dapat menetapkan Anggaran Rumahr’l‘angga dan atauPeraturan

Khusus yang memuat paraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana

tersebut dalam Anggaran Dasar ini.----——--—-—-—.___._.___________

-

1)

2)

------------------------------------ ~==*PERATURAN PENUTUP---=n-sseeseercmsmmsmmnvansnomamnmnns
----------------------------------------------- Pasal 82—

Hal-hal yéng tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini
akan diputuskan oleh Rapat Anggota, termasuk tidak terbatas mensahkan
Anggaran Rumah Tangga atau peraturan peraturan khusus sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari anggaran Dasar ini. Peraturan peraturan khusus
tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub
dalam ----anggaran dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta

peraturan perundang-undangan yang berlaky,-------c-cmmemeeu- e e

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal
23 ayat (1) Anggaran Dasar ini Mengenai tata CAra ----------commmemmmmmmoommomeeo-
pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat
susunan Pengurus dan Pengawas Perkumpulan dengan susunan sebagai
BT UL e
Susunan Pengurus : ------reessseseeememmeeencenancecees
Ketua Umum : DEWI NURCAHYAWATI; tersebut diatas, ----------
Ketua : ABDUL AMYIS; tersebut diatas,-----=-===--=-=c=znnu-
Sekertaris Unum . ¢ SUS IRIYANTO; tersebut diatas --------==<=ceccccsamzs
Sekertaris ¢ - SUMAEDI; tersebut diatas -----=====--mcoceccemeeees
- [RAWAN ; tersebut diatag =—=—-—rersssuivinemmmnnan
- SUBEKHI; tersebut diatas -----—====scoccmommamcas
- ROSULAM; tersebut diatas -~--=-==--ccmmcmececmuem
Bendahara ¢ 1IS DIATUTIK; tersebut diatas --------=---=e-ccomume
Pengawas : PAIMIN NUGROH; tersebut diatas ~-=---=----=cueeee-
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- Menurut keterangan Penghadap pengangkatan-pengangkatan tersebut diatas
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.--------- SeRR RS AEEa

- Selanjutnya penghadap menyatakan bahwai------=---cssemmmmrmr e oo oo

- Menjamin kebenaran dan bertanggungjawab sepenuhnya atas isi semua
dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan isinya
dicantumkan/disebutkan dalem akta ini.---=-=-s==sesmmmmm e oo ee

. Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum
apapun yang timbul, baik sckarang maupun dikemudian hari, ----c--ceccocmeene--

emememm—————— - DEMIKIAN AKTA INI - %

Dibuat dan diselesaikan di Pekalongan, dengan dihadiri oleh t---=-cceveccmemancnenn-

1. Nona MIR’ATUN KHASANAH, lahir di Pekalongan tanggal duapuluh delapan
April Tahun seribu sembilan ratus sembilanpuluh empat (28-04-1994) Warga

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kauman Rukun Tetengga 013 Rukun
Warga 007, Kecamatan Wiradesa Pekalongan, Pemegang Karty Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3326166804940001. =-=r-cormnmmeanzmmsmmmnnas

5. Nona SITI LAILATUL MAGHFIROH, lahir di Pekalongan pada tanggal tigabelas
Juni Tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (13-06-1996) Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa ’Fratebang; Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 001, Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, Pemegang
Kartu Tanda  Penduduk  dengan Nomor  Induk  Kependudukan
332619530696000 1 .-===mmmmmmmmmm o s oo s m s

- Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi,-------===-cccmcomrmooomomonan

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para
saksi, pada saat itu juga para penghadap, pada saksi dan saya, Notaris,
menandatangani aktél ini,-------==smmomsmmsmm s oo

- Dibuat dengan tanpa perubahan, tambahan dan coretan.---==------c-------ozuene-

- Minuta ini ditandatangani dengan Sempurna. --------crssssmtem o mnoesmenoasas

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.---------==s==r-sccesmmmooomooanas

Notaris Kabupaten Pekalongan

La ..i ,
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DEWAN PIMPINAN PUSAT
ALIANSI GARUDA MUDA PANTURA

( DPP - AGMP )
Sekretariat :
Desa Wonokerso RT 002 RW 006 Kec. Kandeman, Kab. Batang - Jawa Tengah
Telp. 0882 0064 61285; 088 238 364 450

Batang, 06 Mei 2024

Nomor : 181 /AGMP /V /2024

Lampiran : - bendel

Perihal : Ralat Permohonan Informasi Publik Kepada Yth.
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI ( PPID )
KABUPATEN TEMANGGUNG

Di Temanggung

Assalamualaikim Wr. Wb,

Dengan hormat Kami sampaikan, menunjuk surat kami DPP AGMP No. 137/GMP/IV/2024 Tgl surat 22 April 2024
tanggal kirim 3 Mei 2024 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentas (PPID) Kabupaten Temanggung
Perihal Permohonan Informasi Publik. Dengan ini kami sampaikan ralat sebagai berikut :

A.SEMULA :

1) Peraturan Bupati Purbalingga tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten Purbalingga (Penjabaran Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja
daerah) tahun anggaran 2021 (lengkap dengan lampirannya, seperti Lampiran Rincian Laporan Realisasi
Anggaran menurut uruan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan pembiayaan )

2) Peraturan Bupati Purbalingga tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten Purbalingga (Penjabaran Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja
daerah) tahun anggaran 2022 (lengkap dengan lampirannya, seperti Lampiran Rincian Laporan Realisasi
Anggaran menurut uruan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan pembiayaan )

3) Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran
2023 ( perubahan terakhir, lengkap dengan lampirannya), seperti; Lampiran Penjabaran APBD menurut
urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian
Objek, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan; lampiran Hibah dan lain — lain.

B. MENJADI ( RALAT ):

1) Peraturan Bupati Temanggung tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja daerah Kabupaten Temanggung (Penjabaran Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja
daerah) tahun anggaran 2021 (lengkap dengan lampirannya, seperti Lampiran Rincian Laporan Realisasi
Anggaran menurut uruan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan pembiayaan )

2) Peraturan Bupati Temanggung tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja daerah Kabupaten Temanggung (Penjabaran Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja
daerah) tahun anggaran 2022 (lengkap dengan lampirannya, seperti Lampiran Rincian Laporan Realisasi
Anggaran menurut uruan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan pembiayaan )

3) Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
anggaran 2023 ( perubahan terakhir, lengkap dengan lampirannya), seperti; Lampiran Penjabaran APBD
menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek,
Rincian Objek, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan: lampiran Hibah dan lain — lain.



Telah kami lampirkan
1. Akte Pendirian / anggaran Dasar berikut dengan pengesahan kementerian Hukum dan Ham RI
2. KTP Pemohon

Tujuan meminta dokumen:
Bahan kajian dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
Dokumen mohon dikirim ke:
a. Email : dppgnppi022@gmail.com
b. WhatsApp : 088 238 364 450
Hal — hal mengenai Informasi dan keadministrasian lebih lanjut dapat menghubungi email dan whatsapp diatas.
Demikian permohonan informasi publik ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dewan Pimpinan Pusat
Aliansi Garuda Muda Pantura

“
N W A S
DEWINUR CAHYAWATI SUSIRIANTO.S.H
Ketua Umum Sekretaris Umum

Tembusan Yth :
1. Komisi Informasi provinsi Jawa Tengah
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No. 4142 Temanggung 56216 Telepon. (0293) 496 1389 Faximili 4361995
Surat Elektronik : kominfo@temanggungkab.go.id laman www.kominfo.temanggungkab.go.id

Nomor . B/95/555/V/2024 Temanggung, 14 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran e Kepada:

Perihal : Permohonan Informasi dan Yth. Kepala Badan Pengelolaan

Data Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Temanggung
di-

TEMANGGUNG

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas
nama BPP Aliasni garuda Muda Pantura dengan nomor register
001/PIP-PPID/V/2024 tanggal 8 Mei 2023 perihal Permohonan
Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Pemkab
Temanggung terkait Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (lengkap dengan lampirannya,
seperti Lampiran Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut
urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan) Tahun 2021, 2022, 2023 di Kabupaten
Temanggung.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon
bantuannya agar dapat diberikan informasi dimaksud, dan
diharapkan bisa kami terima paling lambat tanggal 17 Mei 2023
sesuai dengan ketentuan Undang — Undang nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 22 yang mengatur
tentang batas waktu penyampaian informasi maksimal 10
(sepuluh) hari kerja sejak permintaan informasi diterima.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima
kasih.

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG
SELAKU PPID PEMKAB TEMANGGUNG,

STEEZ).

Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ADI PITOKO. S.Sos, MM
Pembina Tingkat |
NIP. 197001121989031004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elekironik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No. 4142 Temanggung 56216 Telepon. (02983) 496 1389 Faximili 4961995
Surat Elektronik : kominfo@temanggungkab.go.id laman www.kominfo.temanggungkab.go.id

Nomor - B/94/555/V/2024 Temanggung, 14 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran i = Kepada:
Perihal . Tanggapan Surat Yth. Ketua DPP Aliansi Garuda
Permohonan Informasi Muda Pantura
di -
BATANG

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas nama
BPP Aliansi Garuda Muda Pantura dengan nomor register 001/PIP-
PPID/V/2024 tertanggal 8 Mei 2023 perihal Permohonan Informasi
Publik yang disampaikan kepada PPID Pemkab Temanggung terkait
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (lengkap dengan lampirannya, seperti Lampiran Rincian
Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) Tahun 2021,
2022, 2023 di Kabupaten Temanggung.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perlu kami sampaikan
bahwa saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten
Temanggung selaku Perangkat Daerah Pengampu yang mengelola
dokumen tersebut.

Demikian untuk menjadikan makilum dan atas kerjasamanya

kami sampaikan terimakasih.

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG
SELAKU
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,

Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ADI PITOKO. S.Sos, MM
Pembina Tingkat |
NIP. 197001121989031004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elekironik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



* PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
i "\ BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN,

TN

s

Ql
; DAN ASET DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 94 Temanggung Kode Pos 56227
Telepon & Faksimile (0293) 491032, 492178, 493702 e-mail . bpkpad temangqungkab go «d

o

T
QE-
&

Temanggung, 20 Mei 2024
Kepada:
Yth.
Kepala Dinas Komunikasi
Dan Informatika
Kabupaten Temanggung
di -
TEMANGGUNG

SURAT PENGANTAR
Nomor : 900 / }4o /V /2024

No. Jenis yang dikirim Banyaknya Keterangan

1. | Penjabaran Laporan Realisasi | 1 (satu) bendel | Demikian untuk
Anggaran Pendapatan dan Belanja | Berupa Soft File | dipergunakan
Daerah (lengkap dengan lampirannya, sebagaimana mestinya

seperti Lampiran Rincian Laporan
Realisasi Anggaran menurut urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan)
Tahun 2021, 2022, 2023 di Kabupaten
Temanggung.

Pih. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,

AR, dan Aset Daerah
it nistrasi Umum,

8

NIP: 196504251998031003

Dipindai dengan CamScanner




PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No. 4142 Temanggung 56216 Telepon. (0293) 496 1389 Faximili 4961395
Surat Elektronik : kominfo@temanggungkab.go.id laman www.kominfo.temanggungkab.go.id

Nomor : B/M110/555/V/2024 Temanggung, 28 Mei 2024
Sifat . Biasa
Lampiran o Kepada:
Perihal . Jawaban Permohonan Yth. Ketua DPP Aliansi Garuda
Informasi Muda Pantura
di -
BATANG

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas nama
BPP Aliansi Garuda Muda Pantura dengan nomor register 001/PIP-
PPID/V/2024 tertanggal 8 Mei 2023 perihal Permohonan Informasi
Publik yang disampaikan kepada PPID Pemkab Temanggung terkait
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (lengkap dengan lampirannya, seperti Lampiran Rincian
Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) Tahun 2021,
2022, 2023 di Kabupaten Temanggung.

Bersama dengan ini, kami sampaikan, bahwa permochonan
informasi yang Saudara minta sudah tersedia, yang akan kami
kirimkan berupa softfile melaui email Saudara.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya

kami sampaikan terimakasih.

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG
SELAKU
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,

Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ADI PITOKO. S.Sos, MM
Pembina Tingkat |
NIP. 197001121989031004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



